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ABSTRAK 

 

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin 

meningkat jumlahnya sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi 

kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum. Kota Banda Aceh juga 

mengeluarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang 

Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Susila Lainnya 

Dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan 

berbagai upaya untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Banda Aceh melalui usaha 

pembinaan.  Rumah Singgah merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah 

untuk membina para gepeng tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

program pembinaan dinas sosial Kota Banda Aceh dalam mengurangi 

gelandangan,pengemis di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor apa saja 

yang menjadi hambatan program pembinaan tersebut. Metode penelitian yang 

digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Input yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya 

pendukung masih belum optimal, Process yang dilakukan yaitu pembinaan 

mental/aqidah dan pembinaan fisik, Output yang ada yaitu jumlah gelandangan dan 

pengemis tahun 2019 lebih meningkat, outcomes positif yang ada yaitu adanya kerja 

sama antar beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak 

negatif yaitu masih ada rasa tidak jera gepeng yang sudah terjaring. Faktor yang 

menjadi  penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Banda  Aceh adalah (1) 

keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) 

Sikap klien dalam proses pembinaan.  

 

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Gelandangan & pengemis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kesejahteraan sosial dapat diartikan terpenuhinya kebutuhan seseorang, 

kelompok,atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial. Ini seperti 

tertuang dalam Undang-Undang Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009  

tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, 

“Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,spiritual, 

dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”
1
 . Sebagaimana diamanatkan oleh 

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten/kota, masyarakat dan dunia usaha. 

Akan tetapi tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan kesejahteraan 

karena masalah kemiskinan menjadi salah satu alasannya. Masalah kemiskinan 

selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya 

kesadaran pemerintah bahwa kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan 

dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di 

tengah tengah masyarakat.
2
. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25.144,72 juta jiwa atau 

                                                           
1
 Miftahul Huda, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial : Sebuah Penghantar, Pustaka 

Pelajar,Yogyakarta,2009, hal 73. 
2
 Erutan Agas PunuAnto, Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk 

Pembuatan Kebiiakan Anti Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 

10, Nomor 3, Maret 2007, hal 295-296 



2 

 

 
 

sekitar 9,41% dari jumlah keseluruhan penduduk di Indonesia.
3
 Sedangkan untuk 

Aceh tahun 2019 data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa jumlah 

penduduk kurang mampu (miskin) di Aceh tercatat 819.44  jiwa atau sekitar 

15,32%.
4
 Khususnya di  Kota Banda Aceh menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) 

tahun 2018 jumlah masyarakat miskin sekitar 7,25%.
5
 

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor 

yang saling berkaitan satu sama lain. Faktor penyebab kemiskinan tersebut antara 

lain karena ada warga negara yang memiliki keterbatasan baik secara fisik 

maupun mental, pendidikan yang rendah, tidak mempunyai keterampilan untuk 

berusaha, dan kurang tersedianya lapangan kerja.
6
 Akibat masalah ini banyak 

masyarakat di Indonesia yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi 

gelandangan dan pengemis atau sering disebut gepeng.
7
 

Ramainya gepeng ini terjadi karena tingginya angka pembangunan di kota, 

namun di desa sendiri sangat lambat bahkan tidak ada, hal ini yang menyebabkan 

adanya urbanisasi yaitu masyarakat miskin pergi ke kota.
8
 Kota Banda Aceh 

menjadi salah satu sasaran bagi penduduk luar Banda Aceh untuk tempat mencari 

pekerjaan karena Banda Aceh sebagai Ibukota Propinsi dan menjadi pusat 

pembangunan serta  pertumbuhan ekonomi. Tingginya mobilitas pengemis yang 

                                                           
3
www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019 

4
 www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019 

5
www.bps.go.id diakses pada 11 September 2019 

6
  Rina Rohmaniyati,  Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Melalui 

Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Di Lembaga Sosial Hafara, Bantul, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah 
7
 Yoel Sugiarto P., Sriti Mayang Sari, Dodi Wondo, Perancangan Interior Tempat 

Edukasi Gelandangan dan Pengemis di Surabaya, Jurnal INTRA, Volume 5, Nomor 2, 2017, hal 

313 
8

 Ade Fadillah FW Pospos (2017)  Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian 

Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis), JII Vol. 2 No. 2 

Oktober 2017, Hal 100 
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berasal dari kabupaten/kota lain ke Kota Banda Aceh pada event atau hari-hari 

besar tertentu yang menjadikan Kota Banda Aceh sebagai tempat yang menarik 

untuk melakukan aktivitas mengemis. 

Angka urbanisasi di Kota Banda Aceh setiap tahunnya pun bervariasi , 

tahun 2016 mencapai 7.528 ribu jiwa, pada tahun 2017 menurun ke angka 6.357 

ribu jiwa dan pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 8.854 ribu jiwa.
9
 Latar 

belakang masyarakat berurbanisasi adalah dengan harapan agar mendapatkan 

pekerjaan lebih mudah di kota ternyata tidak sepenuhnya benar. Keterampilan dan 

pendidikan yang tidak mendukung akan mengakibatkan seseorang tidak diterima 

kerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Hal tersebutlah yang menjadikan 

munculnya penyakit sosial. Sehingga banyak orang dengan keadaan sehat 

memilih jalur instan dalam mendapatkan uang yaitu dengan menjadi pengemis, 

serta muncul pola pikir dari para pengemis dan gelandangan yang bergantung 

pada orang lain sehingga tidak mampu menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. 

 Dampak dari meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis adalah 

munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, 

ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota.
10

 Seperti kota Banda Aceh 

keberadaan pengemis dapat dijumpai pada persimpangan lampu lalu lintas, 

warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Bahkan tempat-

tempat wisata pun sudah menjadi incaran para pengemis, mesjid raya 

Baiturrahman yang menjadi salah satu tempat wisata islami pun masih ditemui 

                                                           
9
  Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019 

10
Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di 

Kecamatan Panakkukang Kota Makassar,SkripsiFakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin 

Makassar 
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pengemis tentu pemandangan ini mengurangi marwah kota dan mengganggu 

kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati wisata di Banda Aceh.
11

 

Gepeng  yang ada di Kota Banda Aceh dapat ditemui di segala usia mulai dari 

orang dewasa sampai anak-anak sekalipun.
12

 Dengan berkembangnya pengemis 

maka dikhawatirkan akan memberi peluang kepada gepeng sehingga munculnya 

gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan menganggu 

stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu, serta cita-cita nasional tidak 

dapat diwujudkan. Jelaslah diperlukan usaha-usaha penanggulangan pengemis 

tersebut. Ini terjadi karena pengemis ini pada hakikatnya erat terkait dengan 

masalah ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan.
13

 Padahal di sisi lain 

mereka adalah warga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga 

mereka perlu diberikan perhatian yang sama untuk mendapatkan penghidupan 

yang layak sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, yang 

menyebutkan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara”.
14

 

Secara khusus penanganan pengemis dan gelandangan telah diatur dalam undang-

undang. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1980 

Tentang Penanggulangan Pengemis dan gelandangan meliputi usaha-usaha 

preventif, represif dan rehabilitatif. Kota Banda Aceh juga mengeluarkan 

Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan 

                                                           
11

Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi 

Pengemis Di Kota Banda Aceh, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social 

Science, Hal 117 
12

 Riki Taufiki, Pendidikan untuk Anak Pengemis: Studi Kasus pada Keluarga Pengemis 

di Kota Banda Aceh, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, vol 8(1), hal  90 
13

 Ade Fadillah FW Pospos, Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap 

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis), JII Vol. 2 No. 2 Oktober 2017, 

hal 101 
14

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 
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Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar Dan Tuna Susila Lainnya Dalam 

Wilayah Kota Banda Aceh. Selama ini upaya yang dilakukan pemerintah Kota 

Banda Aceh untuk mengurangi gepeng yaitu himbauan yang dilakukan oleh 

Kepala Dinas Sosial kota Banda Aceh melalui sekretaris Dinas, bahwa untuk 

mengurangi gepeng dibutuhkan kerja sama antar segala pihak, bukan hanya 

pemerintah tetapi seluruh elemen masyarakat, dengan cara tidak memberikan 

sumbangan kepada mereka.
15

 Adapun salah satu upaya yang dilakukan yaitu razia. 

Razia yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Banda 

Aceh ikut melibatkan Satpol PP Provinsi Aceh, Satpol PP Kota Banda Aceh, serta 

personel Polresta Banda Aceh.  Wilayah yang dirazia tersebut terdiri dari 

beberapa titik yang dikenal sebagai tempat mangkalnya para gepeng, seperti 

Pelabuhan Ulee Lheue, Lamjabat Kecamatan Meuraxa, Simpang Dodik, Simpang 

Tiga Lamteumen, Keutapang, Simpang Lampeuneruet, Simpang AMD Batoh, 

Simpang Surabaya, Simpang Lima, Simpang Mesra, Cempaka Lima, Pasar 

Peunayong, Pasar Aceh, Simpang Tujuh Ulee Kareng, dan Simpang BPKP.
16

 

Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan berbagai upaya 

untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Banda Aceh melalui usaha pembinaan.  

Rumah Singgah merupakan rumah yang disediakan oleh pemerintah untuk 

membina para gepeng tersebut. Dengan tujuan agar mereka bisa kembali ke 

lingkungan masyarakat dengan pribadi yang mandiri. 

                                                           
15

http://dinsos.bandaacehkota.go.id/2018/11/13/soal-gepeng-dan-anak-jalanan-warga-

kota-banda-aceh-diminta-ikut-berperan-aktif/  Di akses pada 5 Desember 2018 
16

http://rri.co.id/bandaaceh/post/berita/585219/pemerintah/dinas_sosial_aceh_gelar_razia

_gopeng_di_banda_aceh.htmldi akses pada 5 Desember 2018 
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Berdasarkan amatan awal peneliti, disadari bahwa program pembinaan 

yang dilakukan oleh Dinsos Kota Banda Aceh belum memberikan dampak yang 

signifikan bagi penanganan yang menyeluruh terhadap permasalahan gelandangan 

dan pengemis. Mengutip dari penelitian terdahulu oleh Cut Zamharira, Desi 

Puspita Arantika dengan judul jurnal Peran Dinas Sosial Dalam 

Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh memaparkan data jumlah 

pengemis di Kota Banda Aceh selama 4 tahun terakhir (2015-2018) yaitu pada 

tahun 2015 jumlah pengemis berjumlah 126 jiwa, tahun 2016 berjumlah 77 jiwa, 

tahun 2017 berjumlah 41 jiwa dan pada tahun 2018 berjumlah 54 jiwa.
 17 

 
Dari data tersebut menunjukkan terdapat penurunan jumlah pengemis di 

Kota Banda Aceh dari tahun 2015-2017, namun tahun 2018 jumlahnya kembali 

meningkat. Tentu ini akan menjadi penting untuk peneliti melihat lebih dalam 

mengapa jumlah tersebut meningkat lagi. “Untuk alokasi waktu pembinaan bagi 

pengemis adalah selama 3 hari.  Setelah itu, mereka membuat perjanjian dengan 

pihak dinas sosial untuk tidak mengulangi kegiatan mengemis kembali. Jika 

mereka terjaring kembali,  maka masa pembinaannya akan dilipatgandakan.”
18

 

Namun ancaman belum memberi efek jera bagi para gepeng, sehingga gepeng 

dengan mudah kembali untuk melakukan aksinya . Dari uraian diatas, maka 

penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai 

“Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh” 

                                                           
17

Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi 

Pengemis Di Kota Banda Aceh, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social 

Science,hal 117 
18

 Ibid hal 125 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda 

Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda 

Aceh? 

2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program Pembinaan Dinas 

Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Banda Aceh ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota 

Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Banda Aceh. 

2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menjadi hambatan Program 

Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh . 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya 

maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah: 

1. Bagi Praktisi 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian yang praktis bagi 

pemerintah untuk memaksimalkan program-program yang ada di 

Dinas Sosial Banda Aceh. khususnya dalam penanganan pengemis di 

Kota Banda Aceh.Selain itu, sebagai sumber informasi dan bahan 
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acuan dalam penetapan regulasi terkait perbaikan kualitas sumber daya 

manusia di pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik bagi 

semua lapisan  masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Sebagai pengetahuan tentang Pembinaan Dinas Sosial Kota 

Banda Aceh  Dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis. 

b. Menjadi pengetahuan tentang apa saja faktor penghambat 

Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi 

Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh dan bagaimana 

upaya pemerintah dalam menyelesaikannya. Sehingga dapat 

menjadi suatu acuan dalam perbaikan di masa mendatang. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat agar lebih teliti 

dalam memantau terhadap kebijakan pemerintah dalam pemenuhan 

hak-hak masyarakat. Sehingga dapat mengevaluasi kinerja pemerintah 

dan lebih bijak dalam memilih. 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam 

penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah: 

Robby Kurniawan Junaidy (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban Dan Pembinaan 

Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru ( Studi Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2008 )”. penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, 
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penelitian ini  memaparkan mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terkhusus Gelandangan dan Pengemis, 

Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Pekanbaru, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang 

Penertiban dan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru, Faktor 

– faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tentang penertiban gepeng ( 

peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial 

tentang gelandangan dan pengemis).
19

 

Sementara itu ,Cut Zamharira dan Desi Puspita Arantika Dalam 

Penelitianya Yang Berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi 

Pengemis Di Kota Banda Aceh”. penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memaparkan mengenai bagaimana Tugas 

dan wewenang Dinas Sosial, Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan 

Pengemis, Dukungan, Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dinas Sosial. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya Peran yang dilakukan oleh dinas 

sosial kota Banda Aceh dalam menanggulangi pengemis sudah sesuai dengan 

peraturan walikota Banda Aceh nomor 7  tahun 2018. Dalam menjalankan 

perannya, dinas sosial setidaknya sudah memperoleh beberapa dukungan baik dari 

pemerintah maupun masyarakat, antara lain: tersedianya rumah singgah sementara 

termasuk pengelolanya sebagai tempat pembinaan para pengemis, koordinasi 

bersama satpol PP dan dinas syariat Islam. Adapun kendala yang dihadapi oleh 

                                                           
19

Robby Kurniawan Junaidy 2014).Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penertiban 

Dan Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru( StudiPeraturan Daerah  

]Nomor 12 Tahun 2008 ), Jurnal JomFISIP Vol. 1 No.2  
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dinas sosial kota Banda Aceh  dalam  penertiban pengemis adalah, jumlah SDM 

dan SDA yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pengemis yang ada. Belum 

solidnya koordinasi antar SKP dikarenakan tidak adanya aturan yang jelas terkait 

tanggung jawab ini.
20

 

Selain itu, dalam penelitian Ade Fadillah FW Pospos (2017) yang 

berjudul“Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian Terhadap Faktor-Faktor 

Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis)”. penelitian ini 

menggunakan penelitian komparatif konstan dengan deskriptif. Penelitian ini 

memaparkan mengenai Factor structural yang menyebabkan masyarakat menjadi 

pengemis adalah: 1) pendidikan para pengemis yang sebagian besar hanya 

tamatan Sekolah Dasar, hal ini menyebabkan mereka tidak memiliki keahlian 

formal sehingga tidak dapat diterima bekerja di perusahaan manapun. 2) bantuan 

pemerintah tidak maksimal, sehingga mereka terus terjebak dalam kemiskinan dan 

lebih memilih menjadi pengemis untuk memenuhi kehidupannya. Factor cultural 

yang menyebabkan mereka menjadi pengemis adalah: 1) Pasrah, hal ini disebakan 

karena tidak adanya modal yang diberikan pemerintah sehingga mereka hidup 

dalam kemiskinan, 2) tidak memiliki visi dan misi hidup, sehingga tidak ada niat 

dari pengemis untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik.
21

 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang, yaitu : persamaan ketiga penelitian 

                                                           
20

Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi 

Pengemis Di Kota Banda Aceh, AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social 

Science 
21

Ade Fadillah FW Pospos (2017)  Fenomena Pengemis Di Kota Langsa (Kajian 

Terhadap Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Pengemis), JII Vol. 2 No. 2 

Oktober 2017 
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terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian 

Robby Kurniawan Junaidy memiliki persamaan membahas tentang evaluasi dalam 

pembinaan pengemis dan gelandangan. Pada penelitian Cut Zamharira dan Desi 

Puspita Arantika memiliki persamaan dalam hal lokasi penelitian dan juga 

bertujuan untuk mengurangi gelandangan dan pengemis. Sementara itu, 

perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian Robby Kurniawan 

Junaidy berbeda lokasi penelitian, Pada penelitian Cut Zamharira dan Desi 

Puspita Arantika berbeda fokus yaitu tentang Peran Dinas Sosial dan yang 

terakhir pada penelitian Ade Fadillah FW Pospos menggunakan metode 

kompatif konstan, berbeda fokus yaitu tentang  faktor-faktor yang menyebabkan 

seseorang menjadi pengemis serta berbeda lokasi penelitian.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi merupakan penilaian terhadap suatu persoalan yang umumnya 

menunjukkan baik dan buruknya persoalan tersebut. Dalam kaitannya dengan 

suatu program biasanya evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur efek suatu 

program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. William N.Dunn pengantar 

analisis kebijakan publik, 2003 mengungkapkan bahwa istilah evaluasi 

mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi 

beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.
22

 

Evaluasi kebijakan merupakan bentuk pengukuran terhadap kinerja atau 

program yang sudah dilakukan. Segala aspek kebijakan penting untuk dilakukan 

review atau evaluasi sebagai proses perbaikan dan peningkatan serta sebagai 

upaya membangun kebijakan yang lebih baik. Setiap kebijakan mempunyai 

kelemahan dan kekurangan masing-masing dalam implementasinya; yang sudah 

baik ditingkatkan sedangkan yang masih lemah dikuatkan dengan kebijakan 

pendorong. 

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, dalam laporan evaluasi kebijakan 

reformasi birokrasi, menyatakan bahwa untuk menciptakan evaluasi kebijakan 

yang efektif dan efisien, ada beberapa konsep pokok yang harus dilakukan yaitu 

                                                           
22

 Hayat, Kebijakan Publik Evaluasi,Reformasi, dan Formulasi, Intrans Publishing, 

Malang, 2018, hal 36 
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keluaran kebijakan (policy output), hasil kebijakan (policy outcomes), dan dampak 

kebijakan (policy impact).
23

 

2.1.1. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Dalam melakukan evaluasi kebijakan terdapat beberapa tahapan yang 

perlu diikuti. Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering 

disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang baik dengan margin 

kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam 

evaluasi. Pall membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu: (1) 

planning and need evaluations; (2) process evaluation; (3) impact evaluation; (4) 

efficiency evaluation. Sedangkan Edward A. Suchman, yang dikutip oleh Winarno 

, mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:
24

 

1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; 

2) Analisis terhadap masalah; 

3) Deskripsi dan standardisasi kegiatan; 

4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; 

5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari 

kegiatan tersebut atau karena penyebab lainnya; 

6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak. 

                                                           
23

 Ibid 38 
24

 Ibid 43-44 
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2.1.2   Pengukuran dan Kriteria Evaluasi Kebijakan Publik 

Menurut Bridgman & Davis Pengukuran evaluasi kebijakan publik secara 

umum mengacu pada empat indikator pokok yaitu: 

(1) indikator input, 

(2) indikator process, 

(3) indikator outputs dan 

(4) indikator outcomes 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya 

pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan 

kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau 

infrastruktur pendukung lainnya. 

2. Indikator process memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah 

kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada 

masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari 

metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik 

tertentu. 

3. Indikator outputs (hasil) memfokuskan penilaian pada hasil atau produk 

yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator 

hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu. 

4. Indikator outcomes (dampak) memfokuskan diri pada pertanyaan dampak 
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yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.
25

 

2.1.3 Faktor-faktor Kegagalan Dalam Kebijakan 

Sebuah kebijakan/program dapat gagal memperoleh dampak yang 

diharapkan meskipun proses implementasi berhasil mewujudkan output sebagai 

mana yang dituntut oleh program tersebut, namun gagal mencapai outcomesnya; 

apalagi jika keduanya gagal untuk didapatkan. Menurut Anderson, hal tersebut 

dapat disebabkan oleh faktor berikut.  

1. Sumber daya yang tidak memadai.  

2.  Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan 

tindakan yang kontra produktif, seperti studi banding atau membeli 

mobil bagi pejabat, yang memakan banyak biaya dengan tujuan 

meningkatkan kapasitas layanan).  

3. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan yang 

dibuat hanya mengatasi satu faktor.  

4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang 

diinginkan (misalnya, karena takut dianggap melanggar prosedur, 

implementers bertindak sesuai dengan textbook walaupun situasinya 

mungkin berbeda).  

5. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu 

sama lain (misalnya, kebijakan untuk menumbuhkan industri dalam 

negeri yang memberikan insentif pajak dan kemudahan modal, di sisi 

                                                           
25

 Abdulkahar Badjuri & Teguh, Yuwono, 2002, Kebijakan Publik Konsep & Strategi, Undip 

Press, Semarang. 2002 hal 130 
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lain ada kebijakan kenaikan harga listrik dan kenaikan harga sumber 

energi) 

6.  Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.  

7. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan.  

8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian 

dan tindakan. 

9.  Sifat dari masalah yang akan dipecahkan. 
26

 

 

2.1 Konsep Pembinaan 

Menurut Thoha Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau 

pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, 

peningkatan, pertumbuhan evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau 

peningkatan atas sesuatu. 
27

 Menurut Soetopo pembinaan adalah segala usaha, 

ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penggorganisasian 

dan pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Arthur. J.Jones 

merumuskan bahwa pembinaan adalah sebagai bantuan yang diberikan kepada 

individu-individu dalam menentukan pilihan-pilihan dan mengadakan 

penyesuaian diri secara cermat dalam lingkungan kehidupannya. 
28

 

Asmaya menerangkan bahwa pada dasarnya ada dua macam bentuk 

pembinaan karakter yaitu diantaranya pertama, pembinaan kepribadian, yaitu 

                                                           
26

 Sahya Anggara, Kebijakan Publik, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, hal 283 
27

 Miftah Thoha, Ilmu Administrasi Publik Kotemporer, Jakarta, 2008, Hal 207 
28

 Bryan Novedion (2016), Upaya Pembinaan Gelandangan dan  Pengemis oleh Camp 

Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta, hal 3 
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pembinaan yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung 

jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kedua, pembinaan kemandirian 

yaitu pembinaan yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan. 

Proses pembinaan mental dapat dilakukan dengan dua bentuk pendekatan. 

Pertama, menggunakan pendekatan secara langsung. Pendekatan langsung terjadi 

apabila pihak pembina melakukan proses pembinaan melalui tatap muka 

langsung, pendekatan langsung ini dilakukan melalui kegiatan diskusi, tanya 

jawab, kunjungan lapangan dan permainan. Cara pembinaan langsung dibagi 

menjadi dua macam, yaitu pembinaan individual dan pembinaan secara 

kelompok. Selanjutnya bentuk pendekatan tidak langsung. Pedekatan ini dapat 

dilakukan melalui berbagai media informasi baik cetak maupun elektronik. 

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam suatu proses pembinaan karakter adalah 

sebagai berikut :
29

 

1. Pembinaan karakter mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu 

untuk merubah perilaku, meningkatkan perilaku, meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan. 

2. Terdapat suatu proses bimbingan, pengarahan dan tindakan kepada 

yang dibinanya. 

3. Terdapat unsur manajerial (perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan). 

4. Output, kualitas hasil lulusan yang diharapkan. 

                                                           
29

 Rvan Ade Putra, (2014) Peranan Dinas Sosial Dalam Pembinaan Gelandangan Dan 

Pengemis Di Kota Pekanbaru.Skripsi Thesis, Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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Chaniago dalam Akbar  menjelaskan bina berarti mendirikan, 

membangun, mengusahakan agar mempunyai kemajuan lebih. Dari kata bina ini 

kemudian terbentuk pembinaan yang diartikan sebagai suatu usaha yang 

dilakukan manusia untuk membangun keadaannya baik bagi diri sendiri ataupun 

terhadap orang lain, usaha-usaha tersebut tentunya mengarah kepada hal-hal yang 

bersifat kearah yang lebih baik. Pembinaan terjadi melalui proses melepaskan hal-

hal yang bersifat menghambat, dan mempelajari pengetahuan dengan kecakapan 

baru yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kerja yang lebih baik. Pembinaan 

tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, 

koordinasi, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 

hasil yang maksimal.
30

 

2.2 Dinas Sosial Kota Banda Aceh 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru 

terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 46  Tahun 2016  yang merupakan perangkat daerah 

sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial.  

Dinas Sosial mempunyai  Rencana Strategis (Renstra) yang disusun secara 

integrasi dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya yang 

diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis yang 

terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan. 

Dengan mengacu kepada ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 

                                                           
30

Ibid  
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Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan selaras dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh, dan dikuatkan 

dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Organisasi 

Perangkat Kerja daerah Kota Banda Aceh.
31

 

2.3 Pengertian Gelandangan  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 

Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis dalam pasal 1 ayat 1  

“Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan 

norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai 

tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup 

mengembara di tempat umum”.
32

 

Gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu 

berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap, serta tidak 

mempunyai cara hidup tertentu yang berbeda dari cara hidup orang kebanyakan. 

Humaidi menyatakan bahwa gelandangan berasal dari kata gelandang yang berarti 

selalu mengembara, atau berkelana, dan umumnya hidup sebatang kara.
33

 

 

2.4 Pengertian Pengemis 

                                                           
31

http://dinsos.bandaacehkota.go.id di akses pada 10 Desember 2017 
32

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang 

Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis 
33

 Bryan Novedion (2016), Upaya Pembinaan Gelandangan dan  Pengemis oleh Camp 

Assesment Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, SKRIPSI Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan KalijagaYogyakarta, hal 16 



20 

 

 
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mengemis,‟ menurut KBBI, 

berasal dari „emis‟ dan punya dua pengertian: meminta-minta sedekah dan 

meminta dengan merendah-rendah dan dengan penuh harapan. Sedangkan 

Pengemis adalah orang yang meminta-minta”. 

Pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan 

uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya 

dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian 

compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak 

kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta minta. 

Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam 

alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja 

yang sempit.
34

 

Menurut Kementerian Sosial R.I Pengemis adalah orang-orang yang 

mendapat penghasilan dari meminta-minta dimuka umum dengan berbagai alasan 

untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
35

 Dalam Peraturan Pemerintah 

RI No. 31 Tahun 1980 yang dimaksud Pengemis adalah orang-orang yang 

mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai 

cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
36

 

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan 

meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

                                                           
34

Dimas Dwi Irawan, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, 

(Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), h. 1. 
35

http//www.Indonesia//.ontime.com Kementrian Kordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat,Penanggulangan Kemiskinan dan Penganggura, diakses padan tanggal 7 Desember 2018. 
36

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan 

Dan Pengemis. 
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mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Seharusnya pengemis adalah orang 

yang benar-benar dalam kesulitan dan mendesak karena tidak ada bantuan dari 

lingkungan sekitar dan dia tidak punya suatu keahlian yang memadai, bukan 

karena malas untuk mencari mata pencaharian layak lain.  

Muthalib dan Sudjarwo dalam buku Ali Yafie memberikan tiga gambaran 

umum pengemis, yaitu:
37

 

1. Sekelompok orang miskin atau orang yang dimiskinkan oleh masyarakat, 

2.  Orang yang disingkirkan dari khalayak ramai, dan 

3.  Orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dari kemiskinan. 

Banyak cara yang dilakukan para pengemis dalam menjalankan 

profesinya, baik oleh pengemis yang benar-benar menghadapi kehidupan yang 

sulit sehingga ia terpaksa mengemis, dan pengemis palsu hanya berpura-pura 

miskin.

                                                           
37

Alie Yafie, Islam dan Problema Kemiskinan, (Jakarta: pesantren P3M, 1986), hal 3 
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BAB III  

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.  Data kualitatif adalah 

data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Penelitian ini bersifat 

deskriptif yaitu mendeskripsikan apa- apa yang saat ini berlaku, di dalamnya 

terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan 

kondisi sekarang ini terjadi atau ada. Dalam penelitian ini pengamatan tentang 

Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi 

Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh
 38

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah objek penelitian tempat di mana kegiatan 

penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan 

memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian sesuai dengan judul, maka 

penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh yaitu di Dinas Sosial Kota Banda 

Aceh. lokasi ini dipilih karena hasil pertimbangan karena Banda Aceh merupakan 

Ibu kota provinsi dan tinggi angka urbanisasinya sehingga banyak masyarakat dari 

desa ke kota untuk mengadu nasib. Serta dapat menggambarkan secara jelas 

tentang program pembinaan dalam mengurangi gelandangan dan pengemis.   

                                                           
38

 Lukas S. Musianto, “Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif 

Dalam Metode Penelitian”, Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and 

Entrepreneurship), 4.2 (2004), pp– 123 (p. 3). 
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3.3 Sumber Data 

a. Data Primer.  

Data primer adalah  data yang diperoleh dari responden atau informan 

melalui  kuesioner, Observasi, atau juga data hasil wawancara peneliti 

dengan narasumber. Dalam pelaksanaan teknik ini, penulis mengumpulkan 

data melalui komunikasi langsung dengan narasumber dengan 

menggunakan alat untuk membantu dalam penelitian diantaranya adalah 

alat tulis, dan alat perekam.  

b. Data Sekunder. 

 Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang 

sudah ada. yang berupa buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, serta literatur 

lain. Guna memberikan informasi terkait Evaluasi Program Pembinaan 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan 

Pengemis di Kota Banda Aceh 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Studi Pustaka/Dokumentasi 

Studi pustaka adalah suatu cara untuk memperoleh informasi data 

penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai 

literasi baik dari buku tentang berbagai teori dan pendapat, maupun 

jurnal penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian. Pengumpulan data bisa didapatkan dengan melihat jurnal- 
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jurnal yang berkaitan, buku-buku, dokumen dari Dinas Sosial Kota 

Banda Aceh, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang 

berkaitan dengan  Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Dalam 

Mengurangi Gelandang dan Pengemis 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan 

data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan jiwa secara 

aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan 

tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan 

sistematis tentang keadaan/fenomena sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan mengamati dan mencatat. 
39

 Dalam hal ini peneliti 

melakukan pengamatan langsung terhadap kejadian serta fakta yang 

berkaitan dengan gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Banda 

Aceh. Para gepeng banyak berada di daerah wisata, warung kopi, pusat 

pembelanjaan. Bila nanti mereka tertangkap oleh pihak dinas sosial 

maka akan dibawa ke Rumah Singgah dan dibina untuk beberapa hari 

atau bisa jadi di pulangkan. 

3. Wawancara  

Wawancara yaitu cara yang dipergunakan dengan melalui percakapan 

antara dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.Hal 

ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan 

                                                           
39

 Ibid hlm 63 
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dari informan.Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang 

tidak tersedia secara tertulis . 
40

 Adapun yang menjadi narasumber 

adalah: 

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh (1 

orang), karena Kabag Rehabilitasi Sosial adalah mempunyai tugas yang 

berkaitan langsung dalam menangani masalah gepeng. 

2. Gelandangan dan pengemis yang dibina oleh ( 1 orang), karena gepeng 

adalah objek yang akan dibina oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh 

3. Pengelola Rumah Singgah (1 orang), karena Rumah Singgah adalah 

tempat  yang diberikan dan dibawahi langsung oleh Dinas Sosial Kota 

Banda Aceh untuk melakukaan pembinaan para gepeng.  

Sehingga total informan yang di wawancarai ada 3 orang. Alasan peneliti 

memilih informan tersebut karena peneliti menganggap mereka terkait dan 

mengerti terhadap masalah yang akan diteliti oleh peneliti serta memudahkan 

peneliti dalam mendapatkan data serta keadaan yang real yang ada di lapangan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat 

gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (data 

reduction), paparan/sajian data (data display) dan penarikan kesimpulan. 

                                                           
40

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 

2014, hlm 64 
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Teknik analisis data dilakukan dengan cara: 

1. Tahap reduksi data, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi 

data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, 

mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, dan menuliskan memo. Peneliti dituntut harus memiliki 

kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta 

kedalaman wawasan yang tinggi. 

2. Tahap penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan 

informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi 

bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya.penyajian data 

diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola 

hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja 

penelitian selanjutnya. 

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. penarikan kesimpulan 

adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis 

data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau 

setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan 

kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti 

berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan 

pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, 

teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata 
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lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian 

yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian 

mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan 

kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum 

pernah ada, temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah 

diteliti. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh 

Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota yang ada di Aceh dan hingga 

kini menjadi ibukota Provinsi Aceh.  Kota Banda Aceh menjadi pusat 

pemerintahan serta pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. 

Kota Banda Aceh merupakan kota Islam yang tertua di Asia Tenggara, di mana 

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. 

Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada 

abad ke-14 dan saat ini berusia 814 tahun. Berdasarkan naskah tua dan catatan-

catatan sejarah, Kerajaan Aceh Darussalam dibangun diatas puing-puing kerajaan-

kerajaan Hindu dan Budha seperti Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, 

Kerajaan Indra Patra dan Kerajaan Indra Pura (Indra Puri).
41

 

a. Geografis 

Secara astronomis, Kota Banda Aceh terletak antara 05016’15’’– 

05036’16” Lintang Utara dan 95016’15”– 95022’35” Bujur Timur dan 

berada di belahan bumi bagian utara. Berdasarkan letak geografisnya, Kota 

Banda berada di ujung utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah 

paling barat dari Pulau Sumatera. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota 

Banda Aceh memiliki batas-batas : 

Utara : Selat Malaka 

                                                           
41

  https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html diakses pada tanggal 25 November 2019 
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Selatan : Kabupaten Aceh Besar 

Barat : Samudera Hindia 

Timur : Kabupaten Aceh Besar 

 

Gambar 4.1 

Peta Kota Banda Aceh 

 

b. Pemerintahan  

Secara administrasi Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 

kemukiman dan 90 gampong. Wali kota Banda Aceh yang sekarang 

adalah Aminullah Usman. Ia diangkat menjadi wali kota pada tahun 2017. 

Semula hanya ada 4 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Meuraxa, 

Baiturrahman, Kuta Alam dan Syiah Kuala. Kota Banda Aceh kemudian 

dikembangkan lagi menjadi 9 kecamatan baru, yaitu: Baiturrahman, Banda 
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Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraxa, Syiah 

Kuala, Ulee Kareng. 

c. Demografi  

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh saat ini adalah 259.913 jiwa dengan 

kepadatan 42 jiwa/ Ha. Jumlah penduduk laki-laki adalah 142.892, 

sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 134.396. pertumbuhan 

penduduk di Kota Banda Aceh adalah 1,96 persen dengan 64.008 rumah 

tangga. Penduduk Kota Banda Aceh banyak yang berusia muda. Hal ini 

merupakan salah satu dampak dari fungsi Banda Aceh sebagai pusat 

pendidikan di Aceh dan bahkan di Pulau Sumatera
42

. 

 

4.2   Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru 

terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan 

Walikota Banda Aceh Nomor 46  Tahun 2016  yang merupakan perangkat daerah 

sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang Sosial. Sebelum adanya 

Perwal nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Kewenangan dan  Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Urusan Sosial 

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.  
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4.2.1.  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda 

Aceh 

 

a. Tugas 

Dinas Sosial  merupakan satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan 

sosial. Rincian tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini diatur berdasarkan 

Peraturan Walikota Banda Aceh No. 46 Tahun 2016 tentang Susunan, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda 

Aceh. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di 

Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang 

diberikan kepada Kota. 

b. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Sosial mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1) perumusan kebijakan di bidang Sosial;  

2) pelaksanaan kebijakan di bidang Sosial;  

3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;  

4) pelaksanaan administrasi Dinas Sosial sesuai dengan lingkup tugasnya; dan  

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dinas Sosial mempunyai kewenangan :  
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1) penerbitan izin pengumpulan sumbangan. 

2) pengembangan potensi sumber kesejahteraan social. 

3) pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3). 

4) pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik 

debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal. 

5) rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan 

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human 

Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak 

memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan 

dengan hukum. 

6) pemeliharaan anak-anak terlantar. 

7) pendataan dan pengelolaan data fakir miskin. 

8) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana. 

9) penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.   

10) pemeliharaan taman makam pahlawan nasional. 

d. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :  

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Kota 

dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.  
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas 

mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas Sosial, 

penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka 

panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan 

evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di Bidang 

Sosial. 

2. Sekretariat 

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, 

ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan 

peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan 

Dinas Sosial. Di dalam Sekretariat terdiri dari  

1) Kasubag. Umum, Kepegawaian dan Aset 

2) Kasubag. Program dan Pelaporan 

3) Kasubag. Keuangan 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat 

mempunyai fungsi : 

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, 

pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi organisasi di lingkungan Dinas Sosial;  
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b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, 

kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, 

perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan  

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

administrasi di lingkungan Dinas Sosial  

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu 

Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan 

Sosial dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai seksi  

1) Seksi Perlindungan Sosial Bagi Korban Bencana Alam dan 

Bencana Sosial  

2) Seksi Jaminan Sosial Keluarga  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :  

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja 

bidang perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan 

sosial korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga;  

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial 

korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan 

lingkup tugasnya;  
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c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial 

korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, 

jaminan sosial keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan sosial korban bencana 

alam, perlindungan sosial korban bencana sosial, jaminan sosial 

keluarga sesuai dengan lingkup tugasnya;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang 

perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial 

korban bencana sosial, jaminan sosial keluarga sesuai dengan 

lingkup tugasnya;dan 

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya  

4. Bidang Rehabilitasi Sosial 

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 

Bidang rehabilitasi Sosial mempunyai seksi :  

1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang 

Disabilitas  

2) Seksi Rehabilitas Sosial, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 

Orang  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang 

Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi: 
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a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja 

bidang pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak 

terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan 

memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial 

lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial 

dan korban perdagangan orang;  

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang 

pelayanan sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, 

rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum dan 

memerlukan perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial 

lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial 

dan korban perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;  

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial 

balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial 

anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan 

khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi 

sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan 

orang sesuai dengan lingkup tugasnya;  

d. pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan sosial balita terlantar, 

rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak 

berhadapan dengan hukum dan memerlukan perlindungan khusus, 

pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, rehabilitasi sosial 



37 

 

 
 

penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang 

sesuai dengan lingkup tugasnya;  

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan 

sosial balita terlantar, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi 

sosial anak berhadapan dengan hukum dan memerlukan 

perlindungan khusus, pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia, 

rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban 

perdagangan orang sesuai dengan lingkup tugasnya;dan  

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.  

5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan 

Bidang Urusan Pemerintahan Sosial dibidang Pemberdayaan Sosial 

dan Penanganan Fakir Miskin 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

mempunyai seksi terdiri dari :  

1) Seksi Identifikasi Identifikasi, Penguatan Kapasitas dan 

Pemberdayaan Masyarakat  

2) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, Restorasi Sosial dan Penataan 

Lingkungan  
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 

mempunyai fungsi:  

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja 

bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga 

kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi 

kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga, wahana 

kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan 

sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, izin 

pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai kepahlawanan, 

keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan 

taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi 

terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, 

verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, 

pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, 

bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial 

b.  penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pekerja 

sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial 

dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial 

berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, 

lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, 

penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, 
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kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam 

pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan 

usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi 

fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan 

dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan 

penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya 

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, 

tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan 

relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga 

dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis 

masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga 

kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, penggalian 

potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan 

restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, 

pemantauan dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, 

identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan 

kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan penataan lingkungan 

sosial sesuai dengan lingkup tugasnya 

d. pelaksanaan kebijakan bidang pekerja sosial, tenaga kesejahteraan 

sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya, 

lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli 

keluarga, wahana kesejahteraan sosial berbasisis masyarakat/pusat 
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kesejahteraan sosial, karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, 

izin pengumpulan sumbangan, penggalian potensi, nilai 

kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, 

pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota, pemantauan 

dan evaluasi terhadap badan usaha penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial, verifikasi dan validasi fakir miskin, identifikasi, pemetaan, 

pelaksanaan pemberdayaan dan penguatan kapasitas fakir miskin, 

bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial sesuai dengan 

lingkup tugasnya 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerja 

sosial, tenaga kesejahteraan sosial, serta tenaga kesejahteraan sosial 

dan relawan sosial lainnya, lembaga konsultasi kesejahteraan 

keluarga dan unit peduli keluarga, wahana kesejahteraan sosial 

berbasisis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, 

lembaga kesejahteraan sosial, izin pengumpulan sumbangan, 

penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, 

kesetiakawanan, dan restorasi sosial, pengelolaan taman makam 

pahlawan nasional kota, pemantauan dan evaluasi terhadap badan 

usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, verifikasi dan validasi 

fakir miskin, identifikasi, pemetaan, pelaksanaan pemberdayaan 

dan penguatan kapasitas fakir miskin, bantuan stimulan dan 

penataan lingkungan sosial sesuai dengan lingkup tugasnya;dan  
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6. UPTD Panti Asuhan Nirmala 

UPTD Panti Asuhan Nirmala dibentuk oleh Peraturan Walikota Banda 

Aceh Nomor 10 Tahun 2012 mempunyai tugas menyusun program 

kerja, memimpin, mengatur, mengendalikan, mengorganisir, 

mengawasi, membina serta melaksanakan sebagian tugas Dinas di 

Bidang Panti Sosial Anak. 

Struktur Organisasi UPTD Panti Asuhan Nirmala terdiri dari  

1) Kepala UPTD Panti Asuhan Nirmala melaksanakan tugas 

memimpin UPTD dalam pelaksanaan teknis adminsitrasi dan 

teknis operasional  

2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas pelayanan 

administrasi, kordinasi dan pengendalian dalam melaksanakan 

kegiatan ketatausahaa.  

3) Petugas Operasional adalah unsur pelaksana teknis di bidang Panti 

Asuhan Anak yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan 

dan pengolahan data pelayanan panti asuhan anak dalam panti  

4) Kelompok jabatan fungsional 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan 

kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
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Setiap kelompok tersebut  dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 

senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas.  Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, Jenis dan jenjang 

jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan. 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh 

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh) 
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4.3 Hasil Penelitian 

4.3.1  Evaluasi Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam  

Mengurangi  Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh 

 Salah satu lingkup kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang 

relevan dan penting diperhatikan dalam rangka penanggulangan gelandangan dan 

pengemis adalah dilakukanya pembinaan, tentunya diperuntukkan kepada 

gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh petugas/instansi terkait dalam 

hal ini di Kota Banda Aceh adalah Satpol PP dan WH ,sehingga upaya pembinaan  

tersebut nantinya diharapkan dapat memulihkan dan mengembangkan 

kemampuan gelandangan dan pengemis yang biasanya mengaharapkan dari orang 

lain dan tidak mandiri menjadi orang yang  bisa  kembali bekerja tanpa cara yang 

instan. 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini menyediakan yaitu rumah 

singgah untuk membina para gepeng. Di rumah singgah mempunyai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dan penanganan sosial klien yaitu: 

1. Pendaftaran klien yang ditertibkan oleh Aparat Penegak Hukum 

maupun hasil Penjangkauan Tim Rehabilitasi Sosial Kota Banda 

Aceh. 

2. Pemeriksaan/ penyitaan barang/ uang klien. 

3. Assesment oleh Pekerja Sosial. 

4. Pembinaan fisik. 

5. Pembinaan mental/ Aqidah. 

6. Intervensi/ rujukan/ rekomendasi. 
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7. Penyerahan/reunifikasi kepada keluarga klien. 

8. Pengembalian/ pemulangan ke daerah asal klien.  

Proses awal klien masuk rumah singgah untuk melakukan pembinaan 

yaitu seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. 

MAP 

“Melakukan kegiatan penjangkauan di mana di situ ada gelandangan  

pengemis maupun tuna sosial lain. Selain konsen dengan penjangkauan 

itu  juga bekerjasama dengan Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, untk 

melakukan penertiban gepeng. Kalau kegiatan penjangkauan itu kami ke 

jalan-jalan yang berpotensial, kami ingatkan mereka jangan mengemis 

disini dilarang, melanggar peraturan, terus kami juga melakukan 

pembinaan arti gepeng yang ditertibkan oleh Satpol PP dan WH di bawa 

ke rumah singgah.”
43

 

 

Berdasarkan keterangan di atas bahwa awal mulanya yaitu pihak Dinas 

Sosial melakukan tindakan penjangkauan dengan bekerja sama dengan Satpol PP 

dan WH untuk menertibkan para gepeng, kemudian gepeng yang sudah terjaring 

akan dibawa ke rumah singgah untuk mengikuti kegiatan pembinaan. Setelah 

mereka berada di rumah singgah maka akan dilakukan assesment untuk 

mengidentifikasi para gepeng. Pembinaan yang dilakukan selama 3 sampai 7 hari. 

Ini sesuai dengan pernyataan kepala rumah singgah bapak Muliadi yaitu: 

“Penitipan dari satpol pp, kemudian satpol PP rujuk ke kita, lalu kita  

melakukan sop kita pertama biodata,assement, pembinaan minimal 3 

hari.”
44

 

 

Dan seperti pernyataan saudara MN yaitu:
45
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“Pertama kami di bawa Satpol PP malam minggu, dibawa pakai mobil 

besar itu, lalu didata terus tidur di sini” 

 Proses selanjutnya yaitu, kegiatan pembinaan yang dilakukan di rumah 

singgah Kota Banda Aceh terdapat dua macam bimbingan, seperti yang 

disampaikan oleh Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP yaitu: 

“Pembinaan di rumah singgah kota banda aceh ada Pembinaan 

mental/aqidah dan pembinaan fisik. Di pembinaan aqidah para klien 

diberikan dakwah, ceramah siraman rohani supaya mereka tidak lagi 

melakukan hal hal yang memang tidak dibolehkan Untuk pembinaan fisik 

itu dilakukan oleh tim yang berasal dari dinas syariat islam kota banda 

aceh, kemudian fisik dilakukan oleh rindam Iskandar muda, yaitu kegiatan 

seperti olahraga, sedikit kegiatan yang bisa membirakan efek jera 

khususnya bagi anak-anak jalanan yang memang sering melanggar 

syariah”
46

 

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang 

ada di rumah singgah ada 2 macam yaitu, pembinaan mental/aqidah dan 

pembinaan fisik.  

1. Pembinaan mental/aqidah, pembinaan yang dilakukan yaitu dengan 

memberikan dakwah kepada klien atau ceramah siraman rohani Sebagai 

upaya untuk menangkal sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan 

norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Semua disesuaikan dengan 

kondisi saat ini, yang dikaitkan dengan ajaran agama. Dalam pembinaan 

mental/aqidah Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Syariat Islam Kota 

Banda Aceh untuk menyampaikan beberapa materi. Klien harus dibentuk 

mentalnya  agar bisa berubah ke arah yang lebih baik, apalagi Aceh 

merupakan serambi mekkah,  semua orang akan ikut menilai kurang baik, 
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apabila masih ada pengemis berada di sekitaran Kota Banda Aceh. Tetapi 

bila klien sendiri mentalnya sudah terbiasa untuk memilih jalur instan 

maka akan susah di bentuk, akan timbul sifat malas dan ingin 

mendapatkan uang dengan cara paling mudah meskipun harus mengemis. 

Tentunya harapan dari kegiatan ini agar gepeng mempunyai bekal 

keagamaan dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dan tidak 

melanggar aturan lagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Kegiatan Pembinaan Mental/aqidah 

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh) 

2. Pembinaan fisik, pembinaan ini dilakukan oleh pihak Rindam Iskandar 

Muda dengan memberikan pembelajaran fisik seperti olahraga dengan 

bertujuan membuat tubuh lebih sehat dan bugar. Namun terkadang latihan 

fisik bisa dilakukan lebih keras sebagai upaya peringatan agar memberikan 

efek jera terutama kepada gelandangan ataupun anak jalanan seperti anak 
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punk. Biasanya sebelum dilakukan tes fisik para klien akan di cukur dulu 

rambutnya ini sesuai dengan pernyataan saudara MN yaitu: 

“Kami setelah ditangkap, pagi siap sarapan di pangkas rambutnya 

sama bapak security,kami disuruh lari-lari lapangan pushup 

juga”
47

 

 

Hal tersebut bertujuan agar para gepeng tampak lebih rapi dan bisa 

menghilangkan kebiasaan buruk yang biasanya terlihat kumuh dan jorok tentu 

saja itu akan membuat mereka menjadi lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Kegiatan Pembinaan Fisik 

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh) 

Pembinaan yang dilakukan hanya sebatas pembinaan mental/aqidah dan 

fisik tentunya tidak memberikan efek yang terlalu besar dalam mengurangi jumlah 

gepeng karena efek jera tidak terlalu berat sehingga dikhawatirkan gepeng 
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kembali melaksanakan aksinya. Maka akan lebih berpengaruh bila ada diadakan 

pembinaan tambahan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh misalnya 

pembinaan yang berkaitan dengan keterampilan. Namun berdasarkan pernyataan 

Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos yaitu: 

“ Kita sedianya memberikan keterampilan modal usaha, namun kedalanya 

mereka itu bukan warga banda aceh, kalau sekiranya mereka itu orang 

banda aceh pasti kami akan sekiranya memfasilitasi, dan untuk diketahui 

adalah pengemis-pengemis yang kami bina itu adalah orang-orang yang 

sama.”
48

 

Dan pernyataan dari kepala rumah singgah bapak Muliadi bahwa: 

“Kegiatan lain sambil kita tanya bakat mereka itu apa, nanti bisa kita 

koneksi kalau dia memang warga kota banda aceh bisa bekerjasama 

dengan dinas tenaga kerja, tetapi kalau dia non warga kota banda aceh 

kita pulangkan ke daerah masing-masing ke daerah asalnya, membuat 

surat pernyataan bahwa tidak mengulanginya lagi dan ditanda tangan.”
49

 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa ada keinginan dari 

pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk membuat kegiatan dengan tujuan 

mengasah keterampilan para klien, namun terhambat karena kebanyakan gepeng 

yang terjaring adalah berasal dari luar Kota Banda Aceh, sehingga hanya sekadar 

dibina beberapa hari kemudian dipulangkan ke daerah asal, pihak klien juga 

membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi aksinya dan apabila dia 

mengulangi lagi maka masa binaan bisa dilipat gandakan.  

Sedangkan untuk warga Kota Banda Aceh setelah menjalani pembinaan di 

rumah singgah akan direkomendasikan ke pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Banda 

                                                           
48

 Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari 

Jumat tanggal 22 November 2019 
49

 Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi  hari senin tanggal 25 

November 2019 

 



50 

 

 
 

Aceh agar memudahkan mereka dalam menemukan pekerjaan baru yang lebih 

layak, namun ini tentunya sudah tidak dalam pengawasan rumah singgah lagi. 

Adapun untuk melihat evaluasi pembinaan Dinas Sosial Kota Banda  Aceh 

yaitu dari beberapa indikator yaitu: 

a) Input  

Input, yaitu diamati dari gejala adalah sumber daya. Sumber daya yaitu 

semua  potensi yang dimiliki untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang 

tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sumber daya program pembinaan gepeng di rumah singgah di kota 

Banda Aceh terdiri dari sumber daya manusia, sumberdaya pendukung dan bahan-

bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan pembinaan gepeng. 

1) Sumber daya manusia  

Sumber daya manusia di rumah singgah Kota Banda Aceh berjumlah 7 

orang. Seperti yang disampaikan kepala rumah singgah Bapak Muliadi 

yaitu: 

“Pengurus dari rumah singgah ini, koordinator satu abistu koordinator 

bertanggung jawab kepada kasi, kasi kepada kabid dibawah bidang 

resource lebih kurang 7 orang.” 

 

“Ya di tempat kita ada pekerja sosial, Pekerja sosial itukan SK dari 

kementrian, dan orangnya di tempatkan di dinas kita.”
50

 

 

Rumah Singgah Kota Banda Aceh memiliki pekerja sosial, tentu bila ada 

pekerja sosial maka ia akan lebih berkompeten di bidangnya  dimana memiliki 

kompetensi dalam penanganan masalah sosial daripada pegawai berlatar belakang 
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umum yang bekerja sebagai pembimbing akan menerapkan pola pembinaan dari 

pengalaman selama bekerja di rumah singgah, tidak ada pengalaman dari luar. 

Namun bila dilihat di lapangan pengurus rumah singgah terlihat sepi hanya ada 

beberapa orang saja.  

2) Sumber Daya Pendukung 

Dalam pembinaan gepeng diperlukannya sumber daya pendukung. Sumber 

daya pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pembinaan gepeng di 

rumah singgah Kota Banda Aceh meliputi perlengkapan administrasi, fasilitas 

gedung sarana/prasarana pembinaan dan lain sebagainya. 

Rumah Singgah Kota Banda Aceh memiliki satu ruangan administrasi. Di 

ruangan tersebut tempat dilakukannya pengadministrasian para gepeng yang akan 

dibina di rumah singgah, juga tempat menyimpan semua data yang berkaitan 

dengan rumah singgah. 

Fasilitas yang sebenarnya sudah cukup mendukung namun terlihat sedikit 

tidak terurus padahal ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh rumah singgah 

kepada klien. Seperti kamar tidur yang disertai tempat tidur dan lemari untuk 

menyimpan barang mereka, kamar mandi, mushalla dan lain-lain. 

Seperti keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, 

S.Sos. MAP menyatakan: 

“fasilitas tentunya Ada seperti kamar tidur,kamar mandi ada tempat tidur, 

awalnya tempat tidur itu lengkap ada kasur dan bantal namun dengan 

perkembangannya mereka yang dibina malah merusak fasilitas yang ada 

agar mereka bisa melarikan diri biasanya dilakukan oleh anak punk”
51
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Dan berdasarkan pernyataan tambahan dari pengurus rumah singgah 

Bapak Muliadi yaitu: 

“Kalau untuk klien, makan 3 hari sekali abistu pakaian menggunakan   

pakaian istilahnya ada tulisannya binaan rumah singgah, perlengkapan 

mandi seperti handuk dan lain-lain”.
52

 

Dan sesuai pernyataan klien rumah singgah Saudara MN menyatakan : 

“Kami tadi malam ditangkap, tidur disini berempat, kasurnya dibawah 

ada bantal satu seorang, malam ada dikasi makan sama sarapan tadi 

pagi, kalau mandi ada di handuk sama sabun di kasi sama abang itu”
53

 

 Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa sudah adanya usaha 

dari dinas sosial untuk melengkapi fasilitas, namun ternyata dari pihak klien 

merusak tempat tidur sebagai bentuk ketidaksukaan mereka terhadap sanksi yang 

diberikan. Tentunya hal ini menyebabkan kurang mendukung dalam proses 

pembinaan terutama bagi kenyamanan klien nantinya.  

Tentunya dalam tahap ini diperlukannya beberapa perbaikan agar manfaat 

bisa dirasakan langsung oleh klien. 

3) Anggaran  

Anggaran untuk pelaksaan pembinaan di rumah singgah berasal dari 

APBK. Ini sesuai dengan pernyataan Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. 

Syukri, S.Sos. MAP yaitu: 

“Anggaran belum memadai untuk melalukan pembinaan, idealnya seperti 

daerah lain ya, yang sudah bagus untuk pembinaan gepeng tentu 

berhubungan dengan anggaran”
54

 

  

Dan sesuai pernyataan Kepala rumah singgah Bapak Muliadi menyatakan: 
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 Wawancara dengan klien rumah singgah saudara MN hari senin tanggal 25 November 

2019 
54

 Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial bapak TM. Syukri, S.Sos. MAP hari 

Jumat tanggal 22 November 2019 
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“Sisi anggaran dari APBK, tidak ada pihak ketiga”
55

 

Dana yang didapatkan tentunya harus diolah sebagaimana 

mestinya guna untuk memenuhi kebutuhan para klien,  bahwa jumlah 

anggaran belum cukup untuk melakukan pembinaan secara optimal. 

Berdasarkan keterangan tersebut bahwa tidak ada bantuan dalam hal 

anggaran dari pihak ketiga dalam pembinaan di rumah singgah. 

b) Process 

Fokus penilaian indikator ini berupa pelaksanaan program dan kegiatan 

pembinaan yang meliputi tahap pelaksanaan pelayanan, keterlibatan partisipasi 

penerima manfaat, hubungan antar klien dan dengan pengurus rumah singgah 

pengawasan dan pemantauan perkembangan terhadap klien. 

Berdasarkan fenomena yang ada di lapangan Dinsos mentransformasikan 

pelayanan yang cocok untuk keadaan gepeng di Kota Banda Aceh adalah 

pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik. Gepeng yang ada di Kota Banda 

Aceh banyak kiriman dari luar daerah, karena mereka ingin mendapatkan uang 

dengan mudah dan instan. Maka dari hal itu fokus Dinsos mengatasi mental dari 

para gepeng agar bisa merubah pola pikir mereka yang sudah terlanjur salah, 

tentunya hal itu tidak akan mudah apalagi pembinaan mental/ aqidah ini hanya 

berupa ceramah dan masukkan, belum tentu mereka memahami dan meresapi apa 

yang disampaikan. Pembinaan fisik juga belum bisa dikatakan mampu masalah 

gepeng ini, karena pembinaan fisik hanya akan membuat mereka jera pada saat itu 
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saja, tidak ada sifat jangka panjang yang membuat mereka mau berubah menjadi 

mayarakat dengan fungsi sosial yang sebenarnya. 

Berhubungan dengan partisipasi klien dalam mengikuti kegiatan 

pembinaan, memang hampir semua kegiatan terlaksana, namun beberapa kali 

tampak dalam pelaksanaan kegiatan terkesan hanya secara formalitas, masih ada 

klien kurang mengikuti kegiatan dengan baik, tetapi ada juga yang dengan pasrah 

mengikuti pembinaan dengan baik. Berkaitan dengan hubungan antara klien dan 

pengurus rumah singgah komunikasi terjalin cukup baik, namun terkadang juga 

kurang harmonis hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala rumah singgah 

Bapak Muliadi  yaitu: 

“Istilahnya dia tergantung kasus, ni kan ada beberapa jenis pmks kalau 

hubungan kadang- kadang harmonis kadang engak tergantung situasi 

juga”.
56

 

 Tentunya dari pihak pengurus rumah singgah harus senantiasa memastikan 

kebutuhan dasar para klien bisa terpenuhi, harus menjalin hubungan baik agar 

klien merasa nyaman dan memungkinkan keadaan bisa merubah tingkah laku 

serta pikiran dari si klien agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Dari 

sisi pengawasan, pihak dinas sosial jika ada klien yang berada di rumah singgah 

maka setiap hari akan mengawasi keadaan kliennya, dan di rumah singgah ada 2 

security yang bertugas menjaga keamanan serta mengawasi para klien di rumah 

singgah. 
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c) Output  

Jumlah dan ketepatan sasaran penerima pelayanan di rumah singgah dapat 

dikatakan masih belum optimal, walaupun tim dari dinas sosial terus melakukan 

penjangkauan terhadap sasaran utama yaitu para gepeng dan anak jalanan di mana 

saja tempat-tempat berpotensial ditemukannya pengemis. Jumlah para 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dalam 

perbandingan dua tahun ini tampak berubah hal ini terlihat dari grafik di bawah 

ini. 

Grafik 4.1 

Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Banda Aceh 

 Januari s/d Desember Tahun 2018    

 

 

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh) 
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Grafik 4.2 

Jumlah PMKS yang ditangani Dinsos Kota Banda Aceh 

 Januari s/d Oktober Tahun 2019 

 

(sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh) 

Berdasarkan grafik di atas kita dapat membandingkan bahwa pada tahun 

2018 jumlah PMKS sekitar 153 orang dan pada tahun 2019 jumlah meningkat 

menjadi 266 orang. Bila melihat jumlah gelandangan dan pengemis jumlahnya 

juga meningkat, pada tahun 2018 jumlahnya hanya 78 orang sedangkan pada 

tahun 2019 jumlah gepeng sejak Januari sampai Oktober sudah mencapai 124 

orang.  

Angka tersebut tentunya akan diharapkan terus menurun karena  dilihat 

dari sisi kualitas pelayanan yang diberikan sebenarnya baik, namun  seperti yang 

disampaikan Kabid Rehabilitas Sosial dan Kepala rumah singgah SDM dan 

43 

81 

70 

4 
0 

66 

0 2 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



57 

 

 
 

fasilitas kurang memadai, sehingga pelayanan yang diberikan hanya sekadar saja 

tetapi tetap mengikuti SOP yang berlaku. 

 

 

 

d) Outcomes 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama sehubungan dengan 

dicapainya indikator positif maupun negatif dari kinerja dampak (impact), yakni 

adanya sasaran kinerja yang memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap 

pembinaan yang telah diterapkan. Sisi positif bahwa ada beberapa dari klien yang 

sudah dibina untuk mau berubah sesuai dengan pernyataan Saudara MN yaitu: 

“Setelah keluar dari sini kami mau cari kerja aja, dia mau lanjut 

sekolahnya, sebenarnya dulu udah ada kerja cuma capek, tapi ini mau 

berubah kok gak mau nyusahin orang tua lagi” 

 

Sisi positif lain yaitu kerja sama dari beberapa pihak dalam melakukan 

pembinaan di rumah singgah yaitu Dinas Syariat Islam dan Rindam Iskandar 

Muda untuk memberikan materi serta arahan untuk para gepeng. Sedangkan untuk 

sisi negatif bahwa kinerja dari pekerja atau pengurus rumah singgah belum 

optimal hal ini dilihat dari berbagai kendala yang dihadapi para pengurus dalam 

melaksanakan tahapan tahapan kegiatan pelayanan dirumah singgah, seperti 

ketidakharmonisan yang dirasakan antara klien maupun pengurus rumah singgah. 

Lemahnya sanksi yang diberikan oleh pihak dinsos membuat para gepeng tidak 

jera sehingga mereka melakukan kegiatan yang sama untuk memperoleh pundi-

pundi uang dengan cara yang instan dan mudah, karena lumayan banyak gepeng 
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yang tertangkap hanya orang itu-itu saja. Dampaknya jumlah tidak akan 

berkurang bahkan bisa jadi malah bertambah. 

 

 

4.3.2 Faktor Penghambat Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda  

Aceh dalam Penaggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota 

Banda Aceh. 

Tentunya dalam menjalankan program pembinaan tidak semuanya 

berhasil begitupun program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh 

memiliki banyak hambatan yaitu : 

1. Keterbatasan sarana dan prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada kurang memenuhi standar ataupun 

kurang sesuai harapan maka pelaksanaannyapun akan kurang optimal 

untuk melakukan kegiatan pembinaan. Sarana merupakan salah satu  

alat dan bahan untuk melakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Apabila 

hal ini mendukung maka akan berdampak positif agar berkurangnya 

jumlah gepeng karena telah dilakukan pembinaan sesuai kemampuan 

mereka yang dengan salah satunya menggunakan prasarana yang ada. 

Hal ini selaras dengan pernyataan pengurus rumah singgah Bapak 

Muliadi yaitu: 

“Prasarana yang ada bisa dikatakan masih di bawah standar.”
57
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 Berdasarkan pernyataan tersebut Sarana dan prasarana guna menunjang 

kegiatan pembinaan bisa dikatakan sangat minim. Menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial pasal 47 Standar minimum sarana dan prasarana rumah 

singgah meliputi: 

a. Bangunan rumah yang terdiri dari ruang kantor, ruang pelayanan 

teknis, ruang istirahat/tidur, ruang makan, ruang kesehatan, ruang 

tamu, ruang ibadah, dan kamar mandi; 

b. Tenaga pelayanan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga 

fungsional; 

c. Peralatan yang terdiri dari instalasi air dan air bersih, peralatan 

penunjang perkantoran, penerangan, peralatan komunikasi, peralatan 

teknis bagi penerima pelayanan, dan kendaraan; dan 

d. Pangan bagi penerima pelayanan yang terdiri dari makanan pokok dan 

makanan tambahan.
58

 

Dari semua syarat tersebut tidak semua di miliki Rumah singgah 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau fasilitas sudah ada namun tidak ada 

optimalisasi untuk menggunakanya agar lebih berdayaguna. Tentu disini 

perlu dilakukan pembenahan sedemikian rupa agar proses pembinaan 

menjadi lancar dan berhasil. 

2. Keterbatasan Sumber daya manusia (SDM) 
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Melihat keadaan dilapangan SDM yang ada sangat terbatas, 

idealnya dalam program pembinaan di rumah singgah, harus adanya 

beberapa pelaku seperti adanya klien, ada pengasuh dan pengelola, 

namun selama ini menurut kejadian yang ada pengasuh dan pengelola 

disamakan saja. Padahal pengasuh adalah orang yang bertanggungjawab 

dalam mengawasi, membimbing para gepeng dan pengelola adalah 

orang-orang yang bertanggungjawab dalam hal administrasi dan 

manajemen dalam rumah singgah. Hal ini sesuai dengan seperti 

keterangan dari Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, S.Sos. 

MAP yaitu: 

“Memang secara SDM bisa dikatakan juga kurang karena idealnya 

rumah singgah itu adanya pengasuh, perawat  Cuma karena kita 

sifatnya pembinaan kalaupun kita tidak ada maka kita akan 

sesuaikan”.
59

 

Masih diperlukannya perhatian dalam hal ini karena SDM yang 

tersedia sangat minim bisa dikatakan bahwa beberapa orang bahkan 

merangkap menjadi pengurus dan melakukan kegiatan lain untuk 

menyesuaikan, tentu hal ini akan berakbiat pelayanan akan kurang 

optimal untuk mengatasi masalah daripada gepeng. 

3. Mental para Klien  

Kondisi psikologis gepeng sudah sejak lama memiliki sifat malas 

atau tidak mau bekerja,tidak mau berusaha, cacat secara fisik dan atau 

secara mental menyebabkan dan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan 
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menyebabkankurangnya partisipasi klien dalam setiap kegiatan 

pembinaan, sikap dari klien yang masih acuh tak acuh, malas, kurang 

fokus, masih terjadi pelanggaran tata tertib dan lain sebagainya.   

Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Rumah Singgah bapak 

Muliadi yaitu: 

“Faktor penghambat kurangnya minat dari si kliennya, solusinya 

yaitu sanksi yang berlipat kepada gepeng yang pernah 

tertangkap.”
60

 

 

Semua pembinaan akan sia-sia dan tidak berpengaruh apabila dari 

pihak klien tidak mau berubah dan tidak ada minat untuk fokus agar 

mereka bisa kembali mandiri.  Maka pembinaan yang ada berarti belum 

mampu membuat penerima manfaat mengalami kemajuan secara 

manfaat dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada sejumlah pihak terkait dengan Evaluasi 

Program Pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi 

Gelandang dan Pengemis di Kota Banda Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut 

1.  Program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dilakukan di 

rumah singgah. Dari sisi input, sumber daya manusia yang ada di 

rumah singgah ada sekitar 7 orang, sumber daya pendukung yang ada 

sarana prasarana masih seadanya saja, belum bisa mengoptimalkan 

pembinaan yang dilakukan. Proses pembinaan yang ada di rumah 

singgah ada 2 macam yaitu, pembinaan mental/aqidah dan pembinaan 

fisik. Pembinaan mental/aqidah dilakukan oleh dinas syariat islam 

dengan memberikan dakwah serta masukkan kepada klien, pembinaan 

fisik dilakukan oleh rindam Iskandar muda dengan latihan fisik seperti 

olahraga. Output yang ada yaitu ketepatan sasaran penerima pelayanan 

di rumah singgah dapat dibilang sudah baik. Namun jumlah gepeng 

pada tahun 2018 ke 2019 mulai meningkat. Dampak positif yang ada 

yaitu adanya kerja sama antar beberapa pihak untuk membantu 

pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak 

jera gepeng yang sudah terjaring karena lemahnya sanksi yang 

diberikan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh. 
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2. Faktor penghambat program pembinaan dinas sosial Kota Banda  Aceh 

dalam mengurangi gelandang dan pengemis di Kota Banda Aceh 

adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber 

daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.  

5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Pembinaan 

Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Mengurangi Gelandang dan Pengemis di 

Kota Banda Aceh peneliti/penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Pihak Dinsos harus terus mempertahankan yang telah baik seperti 

kerjasama untuk terus terjalinnya koordinasi antar instansi terkait 

untuk melakukan pembinaan. Kegiatan  rutin melakukan 

penjangkauan ke daerah yang dianggap potensial terhadap gepeng, 

peran aktif dari masyarakat dalam bentuk memberikan laporan kepada 

instansi terkait yang menangani gelandangan dan pengemis . Serta 

pembinaan yang dilakukan bukan hanya pembinaan mental dan fisik 

saja, tetapi bisa melihat kemampuan atau bakat yang dimiliki setiap 

klien, keterampilan inilah yang nantinya akan menjadi bekal mereka 

setelah keluar dari pebinaan di rumah singgah.  

2. Faktor penghambat yang ada perlu dikurangi dan diperbaiki agar 

pelaksanaan kegiatan pembinaan dapat berjalan dengan lancar, efektif 

dan efisien. Keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana harus 

cepat diatasi agar setiap kegiatan pembinaan itu bisa optimal.
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Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

1. Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM Syukri, S.Sos. MAP  

a. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial? 

b. Apakah infrastruktur /sarana prasarana rumah singgah cukup memadai 

untuk melakukan pembinaan? 

c. Apakah anggaran yang dikeluarkan mecukupi untuk melakukan 

pembinaaan? 

d. Bagaimana mekanisme prosedur (Standart Operating Procedur) 

Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Gepeng? 

e. Selama ini ada berapa orang yang berhasil dalam pembinan ? 

f. Apakah pembinaan yang diberikan sudah cukup baik selama  ini? 

g. Apakah pembinaan yang diberikan memberikan dampak dalam 

mengurangi jumlah gepeng? 

h. Apakah ada yang menghambat dalam program pembinaan?bila ada 

bagaimana cara mengatasinya? 

 

2. Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi   

a.   Berapa jumlah pengurus rumah singgah? 

b.  Apakah dalam pembinaan  gepeng di perlukan sumber daya 

pendukung? 

c.   Apakah sumber daya pendukung mencukupi ? 

d.  Bagaimana petugas pengelola rumah singgah dalam memberikan 

pembinaan? 

e.   Bagaimana model dan kegiatan pembinaan gepeng selama ini? 

f.   Apakah selama dilakukannya pembinaan dapat dikatakan sudah 

berhasil? 

g.  Bagaimana hubungan antara pengurus rumah singgah dan klien? 

h.  Bagimana dampak dalam menangani gepeng sudah optimal 



 

 
 

i.  Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam 

pelaksanaan pola pembinaan? 

j.  Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat yang ada dalam 

pelaksanaan pola pembinaan?  

 

3. Klien Rumah Singgah Saudara MN 

a. Sejak kapan anda menghuni rumah singgah ? 

b. Berapa jumlah pegawai sosial yang menangani anda?  

c. Apakah sarana prasarana cukup baik selama pembinaan? 

d. Bagaimana model pembinaan yang anda ikuti di rumah singgah? 

e. Bagaimana sikap para pegawai sosial kepada anda? 

f. Apakah bimbingan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan anda?  

g. Apa rencana kedepan anda setelah keluar dari rumah singgah?  
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Gambar1 :Wawancara dengan Kabid Rehabilitas Sosial Bapak TM. Syukri, S.Sos. 

MAP 

(Dok.Putri Maulina, tanggal 22 November 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 :Wawancara dengan Kepala Rumah Singgah Bapak Muliadi 

 

(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 2019) 



 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3 : Wawancara dengan Klien di Rumah Singgah 

 

(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 2019) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 :Foto bersama Kabid Rehabilitas Sosial dan Kepala Rumah singgah 

 

(Dok.Putri Maulina, tanggal 25 November 201  


